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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai bagaimana pelaksanaan Peraturan 

Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha 

Waralaba Minimarket Di Kota Yogyakarta, bahwa menurut penulis pelaksanaan  

Peraturan Walikota tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya, karena masih 

ada saja usaha waralaba minimarket yang melanggar Peraturan Walikota, 

walaupun mayoritas sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 

79 Tahun 2010. Pelanggaran yang dilakukan setelah Peraturan Walikota 

diterbitkan yaitu pelanggaran mengenai izin pendirian usaha waralaba 

minimarket. Sedangkan untuk pelanggaran yang dilakukan minimarket yang 

berdiri sebelum Peraturan Walikota diterbitkan yaitu pelanggaran mengenai jarak 

dan ruas jalan yang tidak di berpolehkan, tetapi usaha tersebut masih diberi 

kesempatan satu kali masa perpanjangan. 

Sebenarnya pihak yang berwenang dalam hal mengeluarkan izin sudah 

menjalankan tugasnya dengan baik, permaslahan muncul karena memang dari 

pihak pelaku usaha yang melakukan kecurangan, mereka selalu mencari celah 

untuk mengelabuhi pihak-pihak yang bersangkutan dalam hal pendirian usaha 

waralaba minimarket. Dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 
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2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket Di Kota Yogyakarta juga 

tidak mengatur mengenai sanksi terhadap para pelaku usaha yang telah 

dinyatakan bersalah melanggar Peraturan Walikota tersebut, sehingga tidak ada 

penegakan hukum secara tegas terhadap pelanggar. 

 

B. Saran 

Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk meningkatkan perlindungan dan 

upaya-upaya pemberdayaan terhadap  pasar tradisional karena hal tersebut sangat 

penting agar dalam perkembangannya pasar tradisional tidak tersingkir karena 

keberadaan toko modern, sehingga diharapkan ritel tradisional dan ritel modern 

dapat tumbuh berdampingan dengan selaras dan saling menguntungkan. Peran 

Pemerintah sangat penting didalam melakukan pengawasan dan pengaturan, 

sehingga tidak akan ada kesenjangan yang menimbulkan konflik dan pelaku 

usaha menengah tidak selalu menguasai perdagangan yang dapat membuat 

pedagang kecil gulung tikar. 

Pemerintah sebaiknya juga meningkatkan upaya pengawasan terhadap toko 

modern melalui pengkajian ulang izin operasional usaha tiap tahun. Memperketat 

persyaratan pendirian toko modern, meningkatkan sanksi dan hukum yang tegas 

bagi toko modern illegal. Harus ada penegakan hukum sesuai aturan yang 

berlaku terhadap pelanggaran yang dilakukan, supaya setelah Peraturan Walikota 

dibuat tidak kalah pentingnya juga dengan adanya penegakan hukum secara 
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tegas. Menurut penulis Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 

Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket Di Kota Yogyakarta yang saat 

ini berlaku perlu direvisi kembali. Perwal harus diperketat, sehingga tidak 

memungkinkan lagi terjadi kecurangan pengelolaan waralaba minimarket dengan 

cara dialihkan kepemilikannya perorangan, namun sebenarnya tetap waralaba. 
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